BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan temuan-temuan dilapangan Yyang
diperoleh, maka akan ditarik kesimpulan bahwa implementasi undang-undang
nomor tahun 2014 tentang aparratur sipil Negara dalam praktik penyelenggaraan
pemilu di kabupaten bima belumlah seoptimal mungkin, hal ini dikarenakan

beberapa faktor anatara lain:

1. Tujuan adanya undang-undnag nomor tahun 2014 tentang aparatur sipil
Negara sudah sangatlah pas untuk meningkatkan kedisiiplinan aparatur
sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsiinya sebagai abdi Negara,
namun dalam pengimplementasian amanat undang-undang apabila dilihat
dari penerapannya sebagai lembaga pelaksana belum sepenuhnya
maksimal, karena masih kuatnya intervensi politik dan ambigiusitas
aparatur sipil negera tehadap karier dan jabatan sehingga memungkinkan
pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara tetaplah terjadi dikabupaten
bima

2. Pemahaman dari aparatur sipil Negara di Kabupaten Bima mengenai
undan-undnag nomor 5 tahun 2014 tntang aparatur sipil Negara masih
kurang, dikarenakan kurang pedulinya untuk membaca dan memahami
bagaimana tugas dan fungsinya dank ode etiknya sebagai aparatur sipil

Negara.
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3. Dalam hal meminimalisir agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu yang
diilakukan oleh aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten bima telah
mengeluarkan surat keputusan Nomor. 863/172/07.2 tahun 2020 tentang
Netralitas ASN dalam pelaksaanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk tidak
berpihak kepada salah satu pasangan calon, untuk menjaga integritas,
profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya pilkada yang
demokratis. Namun hal demikian dirasa masih kurang Karena sifatnya

belum menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diiatas, maka penuls mengajukan beberapa saran
yng dapat membantu lembaga pelaksana seperi aparatur sipil Negara itu sendiri
dan abdan kepegawaian daerah sebagai lembaga yang meningkatkat kualitas
pegawai terkait undang-undang nomor5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara

dalam praktik penyelenggaraan pemilu anatara lain adalah:

a. Aparatur Sipil Negara

Untuk apaatur sipil Negara harus lebih lagi meningkatkan:

1. Kesadaran dan tanggung jawab aparatur sipil Negara sebagai abdi Negara,
yang melayani masayarakat secara adil dan merata haruslah ditanamkan,
sehingga terciptalah kualitas pegawai sesuai dengan pencapaian sistem
kerja.

2. Kepedulian dari aparatur sipil Negara terahadap perundang-undnagan,

undnag-undnag nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara,
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peraturan pemerintah nomor 53 tahun2010 tentang kedisipilinan pegawai
negeri sipil harus ditingkatkan dengan cara diberikan acara khusus untuk
mengetahui bagaimana kandungan didalamn
b. Badan Kepegawaian Daerah

1. Megeluarkan surat keputusan memang adalah salah satu cara untuk
mengingatkan aparatur sipil Negara untuk tetap menajaga asas
kenetralitasannya, namun sifatnya tidklah menyeluruh, alangkah baiknya
sosialisai itu dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengingtkan,
karena surat keputusan tidaklah semua aparatur sipil Negara membacanya.

2. Penjatuhan sanksi, harus lebih ditekankan lagi. Dalam artian sanksi yang
diberikan tidak hanya sanksi disiplin saja seperti teguran tertulis tapi
sanksi penundaan haruslah berkala agar mampu memberikan efek jera
terhadap oknum ASN yang melanggar kedisiplinan pegawai, karena
keslahan seperti ini kerap kali terjadi setiap kali momentum politik, sebab
ASN di kabupaten bima selalu secara terbuk memberikan dukungn

terhadap pasangan calonnya yang didukung.
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PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekamo Hatta No. | Bima Woha

Bima, 20 Pebruar 2020

Nomi 3132 172 Tahun 2020 Kepada

Sil':: y . gﬁm-mf o Yth. 1. Kepalu Perangkat Daerah

Lampiran - ¢ 2. Camat ‘ ot

Penal @ etriitas PNS Gaian peldksanaan % gicpsh Bkdgtfounwv Setda

emilihan Kepala Dacrah - Direktur

- - 5. Kepala UPT

6. Kepala Puskesmas
Lingkup Pemzrintah Kabupaten Bime
masing-masing

TEMPAT

Dalam rangka penyelengguman pemilihan kepala dacrah serentak tahun 2020,
dimints kepada seiuruh Aparatur Sipil Negars isgar memperhatikan hal-hal sehagai
berikut ;

A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah saty asas penyelenggaraan
kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas’ Asas netralitas ini berarti bahwa
g pegawa AON dah Lerpllia dani segala bentuk pengarub manapun dan
tidek memihak kepada kepentingan siapapun.

B, Peraturan Pemennah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinsan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegiwai Negeri Sipil
I Berdasarkin Pasal 11 huruf ¢, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap
dini sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok
ataupun golongan. Makn PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengaruh
pada keberpthokan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan
terlibat dalam politik praktisberafiliasi dengan partai politik.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran
tersebul pada angka | dikenakan sanksi moral. .
Berdasarkan Pusal 13, menyatakan bahwa mas rekomendasi Majelis Kode
Etih (MKE) PNS yvang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan
sunksi morul, dapat dikenakan tindakan administratif sesuak dengan peraturan
perundang-undangan, ' g
4. Tindakan administratil sebagaimans dimaksud pads angks 3 dapat berupa
“omhaf bt dlsiplin ringan waupun hukuman disiplin berat sesuai dengan
pertimbangan Tim Pemeriksa,
Penjatuhan  hukuman  disiplin schagaimana  dimaksud pada angka 4
tetap dilaksanakan sesusi dengan tata care vang teleh diawr dalam
Peraturan  Pemerintwh  Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawsian Negara Nomor 21 Tahun 200 tentung
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS.
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e Porermar Repobllh Indomesis Nomor €3 Tabun 2010 temang Disiplin

JeLavwa Wegoh N

470 PAS i meiangpar kesensamn pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukumun
T 0 sovas past 2 angke § dam anghs 9 dan pasal 13 angks 13 sebagai

Hunuman Juwiphn Tinglat Sedeng, berupa () penundase.  beoaikan eail

permak selama | (sami) wshun, (i) penundaan pangkat selama | (satu)

ehun, (e penurunan panghat setingkat lebih rendah selama | (satu) tahun:

o Bag PNS vang  memberikan dukungan kepace calon  Kepwla
Daeran Wakil Kepala Daersh dengan cara memberikan dukungan dengan
membenkan serat dukenzan diserai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau
Surat - Keterangan Karlu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-
undungan, 3

b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Dasrah/Wakil
mendukung calon Kepala DaeralyWakil Kepala Daersh serta mengadakan
Kegiatan yang mengarsh kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi pesena pemile sebelum, selama dan sesudah masa kampanye

2. Hukuman Disipiin Tingkat Berat, berupa (i) penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selsma 3 (tiga) tahun; (ii) pemindahan dalara mngka penutinan
jabatan seingkat Icbih rendah; (i) pembebasan dari jabatan; (iv) atau
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sehagai PNS:

a. Bagi PNS yang membenkan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau
Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan

Jabatan dalam kegiatan kampanye.

b Membuar keputusan dan/stau tindakan yang menguntungkan atau merugtkan

saleh satu pasangan calon selama masa kampanye,

¢. Penjatuhan hukuman disiplin Oleh pejabat yang berwenang  menghukum
Pemermuak  Nomor 33 Tabun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan

Kepaiz Bedan Kepegawaion Negara Nomor 21 Tahun 2010 teniang
Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS
D. Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2018 teatang Kode Etik Peguwai Negen
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
I. Berdasarkan Pasal 10 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal ctika terhadap
diri sendin PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi. kelompok
mawpun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengaruh
pada kebepihakan salah sam calon atau perbuatan yang mengindikasikan
terlibat dalum politik peaktis/berafiliasi dengan pareai politik semisal:

a PNS dilsrang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkan
rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala
Daersh/Wakil Kepala Daerah.

PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya
ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacrah
PNS  dilarang  mendeklarasikan: dirinyn sebagai bakal calon Kepala
Dugrall Wasdi hepaia Daerah.
PNS dilarang menghadini dekliarasi bakal calon/bakal pasangan culon Kepala
[haerah/Wakil Kepals Duerth dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal
pasangan celon/atribut partai politik.
¢ NS dilarang  mengunggah, menanggapi  (seperti like, komentar, dan
sejenisoyil atou menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/hakal pasangan
calon Kepals Dacruh, visi misi bakal calon/dakal pasangan calon Kepala
Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon
Kepala Daeruh melalui media online maupun media sosial,
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L PNS dllaring melakuban foto bersama dengan bakal calon Kepals
Duersh Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan gerakan vang
Jiumakan sebagar bentuk Keberpihakan.

= NS dilaming meniudi pembicara/narasumber pada kegiatan peremuan parta;
NN

= Berdosarkao Pasal 25 ayug (1), menyatakan babwa terhadap pelanggaran
wersehut pada angka | dikenakun sanksi moral. 4
3. Bérdusurkan Pasal 23, menyatahan buhwa atas rekomendusi Majelis Kode

Fuk (IMKE! PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan

winsst moral, dapar dikenakan tindakan administratif sesual dengan peraturan

perundang-undungan

4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa
sanksi hukuman disiplin ringun maupua hukuman disiplin berat sesuai dengan
pertimbangan Tim Pemeri

. Penjatuhan  hukuman disiplin  sebagaimana dimaksud pada angka 4
telap dilaksangkan sesual dengan tata carm vang telah distur dalum
Peraturan Pemeriniah Nomor 53 Tabun tentang Disiplin PNS dan Peraturan
Nepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerinsh Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
NS

6. Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerimtah Kabupaten Bima membentuk

Majelis Kode Erik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

7. Untuk mencgakkan Kode Etik di tingknt Perangkat Daerahn dupen dhventak

Majelis Kode Etik Perangkit Daerah

Pembentukan Majelis Kode Etik Perangkar Daerah ditetapkan oleh Kepala

Perangkat Dacrah masing-masing,

o

+ Pemantayan dan Evaluasi
1. Tethadap PNS yang diduga. melakukan pelanggaran kode etik dilaporkan
xepada Magelis Kode Etik Rabupaten Bima, untuk dapat diperiksa sesual
dengan xetentuan peraturan perundang-undangan
2. Terhadap pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada
huruf C angka | dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik paling lambat
7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan pengaduan.
) i dimaksud pada angka 2 wajib mengambil
keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode erik peling
lumbat 7 (tujuh) hari kerju scjak ditakukan pemeriksaan.

atau pejabut lain yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perunding-
undangan.

5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final,

6. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas
dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemily dan kepads unsur pengawasan
anek dapat dive.ihsa\diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Terhadap hasil pemenksaan oleh  unsur pengawas pemilu  maupun
unsur pengawasan. hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Majelis
Kode Etik Kabupaten, '

8. Terhadsp hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimane tersebyt pada
angka 7, Majelis Kode FEtik Kabupaten memberikan rekomendasi hasi)
pengawasan kepads Pejubat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat
dan wajib dilaksanakan.



'

F. Penutup
|. Kepads para Kepala Perangkat Dasersh untuk melaksanakan  dan
mensosiahisasikan suratini dengan sebaik baiknys dan waiib untuk:

4 Mengupayakan terus menerus tercipanys iklim yang kondusif dan
memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksatakan hak pilibnya
secary  bebas dengan fetap menjaga netralitas

b Melakukan pengawasan kepeda bawshannys' scbelum, selama, dan
sesudah masa kampanye agar telap mensati peratura perundang-
undangan dan ketentuan kedinasan yang beriaku

¢ Mengambil tindskan dengan melaporkan dan menghoordinasikan
Kepada Satgas Netralitas ASN Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaicn secura berjenjang sesuni dengan kewenangannya yang «diatur
dalam persturan perundang-undangan.

2. Seluruh Aparatur Sipil Negara ogur tctap menjsgs kebersamaan dan
iwa korps dalam menyikapi situasi pofitik yang ada dan tidak terpengaruh
uniwk melakukan kegistan vang mengarsh pada keberpihakan indikasi
Ketidadmenalan
Seniap Perangkat Daersh membuat dan memasang spanduk iensang netralitas,

Demikian awas perhanan dan kerjasamanya disampaikan terima Kasih.
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Bima Tahun 2018

Tempat Penelitian : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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